
Sub Bagian Hukum dan

Htnqizur ffiaJI

Humas 8PK Rf Perwakilctn tsrouinsi Bali
r!?t

: li {i:.: .

Diskes: Benahi

Prosedur Pelayanan
Pasca Maladministrasi

diPuskesmas

Buleleng III
SINGARAfA - DPRD Bule-

leng mendesak Dinas Kes-
ehatan (Dinkes) Buleleng
segera membenahi prosedur
pelayanan kepada pasien.
Terutama pelayanan di seluruh
puskesmas yang ada di Kabu-
paten Buleleng. Apalagi, belum
lama ini terindikasi adanva
maladministrasi pemberiin
obat tetes yang diperuntukkan
untuk telinga, tapi diberikan
kepada pasien sakit mata.

Desakan itu disampaikan
dewan, saat menggelar ra-
pat dengar pendapat dengan
seluruh kepala puskesmas
yang ada di Kabupaten Bule-
leng, RSUD Buleleng, serta Di-
nas Kesehatan Buleleng. Rapat
dengar pendapat dilangsung-
kan di Ruang Rapat Gabun-
gan Komisi DPRD Buleleng,
dan dipimpin langsung Ketua
Komisi IV DPRD Buleleng Gde
Wisnaya Wisna.

Dalam pertemuan itu, ins-
iden kekeliruan pemberiarr
obat yang terjadi di Puskesmas
Buleleng III kembali dibahas.
Setelah melakukan pembaha-

san, dewan pun memberikan
sejumlah rekomendasi agar
segera dilakukan perbaikan
kualitas pelayanan yang ada di
Puskesmas. Apalagi puskesmas
seharusnya menjadi ujung
tombak pelayanan kesehatan
di masyarakat, di samping pe-
Iayanan di puskesmas pemban-
tu dan posyandu.

Ketua Komisi IV DPRD Bule-
leng, Gde Wisnaya Wisna me-
ngungkapkan, lembaga dewan
sebenarnya ingin ada komit-
men bersama untuk mening-
katkan kualitas pelayanan.
Sehingga dewan memandang
perlu untuk mengumpulkan
seluruh kepala puskesmas yang
ada di Buleleng. Tujuannya
dewan ingin menginventarisasi
masalah dan kekurangan yang
ada di tiap-tiap puskesmas.

Wisnaya menyatakan, ins-
iden yang terjadi di Puskesmas
Buleleng III, menjadi pintu
masuk untuk perbaikan stan-
dar operasional pelayanan di
seluruh Puskesmas yang ada
di Buleleng. Sehingga dewan
pun mendesak ada perbaikan
operasional pelayanan di Bule-
leng. Baik itu dalam pelayanan
medis, maupun pelayanan
farmasi.

"Kami ingin agar kebutuhan
puskesrnas itu dipenuhi, meski-
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pun harus diselesaikan secara bersangkutan dari pelayanan kondisi nanah yang keluar daribertahap. Karni di ,"T,!:g: l*:"lr kepada *;ly;;;d. ,,]J.,, ,.,u,u kiri pasien Ketutdewan pun punya kewajiban sementara itu Kepari Dinas yasa, merupakan proses yangmengawal usulan-usulan yang Kesehatan Buleleng, dr.;ai *u;lr. ,,u"-ang 
ada infeksidisampaikan oleh puskesmasi; Mahapramana mengungkap- pada kelopak mata. Tapi itukatawisnaya' kan insiden yang tbrlaai ai bukanakibatobattetestelingasementara terkait insiden puskesmasnur"r"""g[i,-1"- yu.rg aiu".itan. sejak awal,yang terjadi di puskesmas jadi pelajaran yanglerharga. iriliiru.,g sudah bengkak. Ka-Buleleng III, wisnava, uten- Marripramana memastikin lau istilahny a itu ketilikan,,,dukung rekomendasi ltrng pihaknya terus memantau jelasnya. Terkait insiden itr.r,disarnpaikan oleh Ikatanbokl i<ondisi pasien Ketut yasa, SB, 

,tutuirupru-una 
menegaskanter Indonesia (IDI) cabang melalui dokter-dokter t"-pui ;;;k., Buleleng akan melaku-Buleleng' Rekomendasi itu Yasamelakuka.rtonsuttasrl-' i-*'p"-u"rahan-pembenah-adalgtt-rngng!\ lqkter yang !4e_nutu! U_atrqprqqqla, an in'teryqL{gpq@p)

sERluS: Rapat dengar pendapat antara Diskes Buleleng berikut jaiaran dengan DpRD Buleleng kemarin.
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Didakrn'a Pasal Berlapis
DENPASAR - Sidang perdana kasus dugaan

korupsi pe$alanan Dinas (Perdin) DPRD Den-

nasar dengan terdalarv'a mantan Sekwan Gusti

ilai Suta ufltirnyu digelar di Pengadilan Tipkor
Denpasar, kemarin-(10/5). Di depan maielis

hakim pimpinanWayan Sukanila, IPU Putu Gede

SuriaJan dkkmendakwa terdakra dengan pasal

berlapis. Di dakvraan primer, terdak\Ma diancam

melanggar Pasal 2 dyit I j uncn Pasal 18 UU Tip-

ikor. Sfrrentara di dah'vaan subsidel terdalc'va

dianggapmelanggarPasal3uUTipikor ffi
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Tertaln'va Rugikan l{egara Rp 2,2l,ll
yarkan secara lumpsum.lJsai melakukan perdin,
terpidana Made Patra membuat dan menyusun
bukti-bukti pendukung terkait pengeluaran biaya
transportasi, dan penginapan.

Kemudian bukti-bukti yang telah disusun PPTK

diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat DPRD

Kota Denpasar untuk diverifikasi Kasubag Per-

bendaharaan. talu diteliti Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK) yaitu Kabag keuangan. Setelah

diteliti PPK selanjutnya SPf yang menjadi lam-
piran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang
ditandatangani Made Patra dan bendahara, dia-
jukan ke terdakr'va Rai Suta untuk ditandatangani.
"Ketika terdalaara menerima kelengkapan admin-
istrasi surat perintah membayar dari salisi Made
Patra. Semestinya dilakukan pengujian terhadap
tagihan sesuai tugas pokok dan fungsi terdakla
sebagai pengguna anggarani' imbuh jaksa'

Namun, sebagai PA yang bertanggung jawab
penuh atas segala dokumen yang berkaitan
dengan surat bukti penerimaan atau pengeluaran
pelaksanaan anggaran perdin tidak melakukan
pengecekan dan penelitian kembali atas surat
perintah membayar yang ditandatanganinya. " Di
dalam setiap kegiatan perdin ternyata ditemu-
kan penggelembungan nilai pengeluaran yang
semestinya dibayar secara rill cosl dan sesuai
dengan realisasi belanja perdin DPRD Kota Den-
pasar tahun 20 13i' beber jaksa. Akibatnya negara
diru gikan Rp 2.292.268.1 7 0.

Sidang dilanjutkan pekan depan. Thpi, sebelum
dilanjutkan, majelis akan menunjuk kuasa hukum
bagi terdakwa Rai Suta yang hingga kemarin kukuh

Lak mau didampingi pe4gacara. (pra/-rgq)
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Berdasar dakraraan untuk mendukung perdin,
wali kota menunjuk terdakwa sebagai pejabat
pengguna anggaran. Selanjutnya terdakwa
menunjuk terpidana Gusti Made Patra selalu
pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).
Setelah perdin ditetapkan, terpidana Made Pa-

tra yang bertugas mengelola keuangan d4erah.
menyiapkan dokumen pelaksana kegiatan, dan
dokumen lain yang berkenaan dengan real-
isasi pelaksana kegiatan. Sementara terdakwa
berkoordinasi dengan saksi Gde Wira Kusuma
Wahyrdi untuk mencari travel.

Akhimya, didapat SundaDutaTour &Travel dan
Bali Daksina Wisata. Kedua travel ini kemudian
mengajukan paket perjalanan sesuai daerah tujuan
perdin DPRD Kota Denpasar. "Ketika perdin telah

siap, kemudian dilaksanakan dengan menggu-
nakan kedua travel tersebuti' uiar fPU. Yang menar-
ik, lidak ada perjaniian tertulis maupun tender saat

menggunakan dua travel ini. Kemudian terpidana
Made Patra selaku PPTK mempersiapkan surat
perintah tugas dan surat perintah perdjn untuk
pimpinan serta anggota DPRD yang ditandatangani
ketua DPRD Kota DenPasar.

Lalu, Made Patra membuat daftar penerimaan
biaya perdin.yang kemudian diajukan ke Bagian
Keuangan Sekretariat DPRD Kota Denpasar.
Dalam perdin, mereka dapat uang harian (uang
makan dan uang saku), biaya transport pegawai,
biaya penginapan, uang representatif, sewa
kendaraand4am kota, plus sopir {an BBMdiba-
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